BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

8.1.1. Kesimpulan Terhadap Keabsahan Gentlemen’s Agreement dan
Dampak Terhadap Perjanjian Nominee dan Jual Beli Tanah yang

Dilakukan Kemudian
Gentlemen’s Agreement yang dibentuk oleh Para Penggugat dan
Tergugat yang berisi kesepakatan untuk membeli sebidang tanah yang
terletak di Desa Antap, Bali bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan Indonesia yakni Pasal 21 dan Pasal 26 UUPA. Oleh karena itu,
Gentlemen’s Agreement tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai suatu sebab yang halal dan
merupakan suatu perjanjian yang tidak sah. Konsekuensi dari tidak
terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut
akan batal demi hukum, sehingga Gentlemen’s Agreement yang dibentuk
oleh Para Penggugat dan Tergugat dianggap tidak pernah ada. Oleh karena
Gentlemen’s Agreement tidak sah dan batal demi hukum, maka dampaknya
terhadap perjanjian nominee sebagaimana tertulis dalam Akta Pernyataan
Nomor 11 Tertanggal 6 Desember yang dibuat dihadapan notaris Ucle
Irithrina Sudjateruna, S.H., serta jual beli tanah yang dilakukan kemudian
adalah batal. Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, banding, dan
kasasi yang menguatkan putusan judex factie adalah keliru karena tidak
mempertimbangkan mengenai keabsahan Gentlemen’s Agreement yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak
membatalkan perjanjian nominee dan Jual Beli yang dibentuk kemudian.
Seharusnya Putusan Majelis Hakim adalah memutuskan untuk
membatalkan Gentlemen’s Agreement karena tidak memenuhi syarat sah

keabsahan perjanjian yakni syarat objektif dan mengembalikan keadaan



8.1.2.

seperti semula di mana dianggap tidak adanya suatu perjanjian dan tidak
adanya perikatan di antara Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena
Gentlemen’s Agreement dibatalkan, maka seharusnya Putusan Majelis
Hakim adalah memberikan kompensasi berupa restitusi kepada Para
Penggugat. Selain itu, seharusnya Putusan Majelis Hakim adalah
membatalkan perjanjian nominee sebagaimana tercantum dalam Akta
Pernyataan No. 11 Tahun 2006 dan juga perjanjian jual beli tanah yang

dilakukan kemudian.

Kesimpulan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.DPS,
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 171/Pdt/2015/PT.DPS,
Putusan Kasasi No. 32 1 K/Pdt/2017 terhadap Pengabaian Perjanjian
Nominee sehingga Memutuskan Untuk Melelang Tanah Objek
Sengketa Dengan Sertifikat Hak Milik Untuk Mengabulkan Ganti
Kerugian Terhadap Para Penggugat.

Perjanjian nominee yang Yyang disepakati dan kemudian dituliskan
dalam Akta Otentik yang dibuat notaris Ucle Irithrina Sudjateruna, S.H.
berisi kesepakatan bahwa Terry Ananta Kusuma hanya sebagai pihak yang
dipinjam namanya dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bukan sebagai
pemilik atas tanah tersebut sehingga tidak dapat melakukan tindakan
hukum apapun tidak terbatas pada tindakan menjual, menjaminkan,
menghibahkan, menyewakan kepada siapapun tanpa persetujuan dari
Mathias Hubert selaku pemilik sebenarnya dari tanah tersebut termasuk
pada kuasa mutlak yang dilarang berdasarkan Instruksi Menteri dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasan
Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah dan bertentangan dengan
Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian nominee yang disepakati bertujuan
untuk menyelundupkan hukum Indonesia agar Tergugat dapat memiliki

hak milik atas tanah dan melanggar peraturan perundang-undangan



Indonesia khususnya Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga memiliki
konsekuensi batal demi hukum. Majelis Hakim dalam putusannya tidak
mempertimbangkan mengenai dasar hukum yang mengatur larangan
pengalihan hak milik kepada orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal
26 ayat (2) UUPA maupun ketentuan larangan pembentukan kuasa mutlak
dalam Instruksi Dalam Negeri. Tidak terdapat dasar hukum yang
mendasari pengabaian terhadap perjanjian nominee oleh Majelis Hakim,
sedangkan pengabaian terhadap perjanjian nominee merupakan
pelanggaran terhadap hukum yang bersifat memaksa yakni Pasal 26 ayat
(2) UUPA. Bersifat memaksa karena adanya ketentuan mengenai Pasal 21
UUPA vyang secara tegas menyatakan bahwa hak milik hanya dapat
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga menimbulkan
konsekuensi bahwa Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan
adanya ketentuan mengenai Pasal 26 ayat (2) UUPA. Oleh karena itu,
putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
325/Pdt.G/2014/PN.DPS, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
171/Pdt/2015/PT.DPS, dan Putusan Kasasi No. No. 321 K/Pdt/2017 yang
memutuskan untuk mengabaikan keberadaan perjanjian nominee dan
melelang tanah objek sengketa sebagai sarana pemenuhan ganti kerugian
adalah tidak memiliki dasar hukum dan keliru. Seharusnya putusan yang
diputuskan oleh Majelis Hakim adalah menyatakan bahwa perjanjian
nominee adalah batal demi hukum dan memutuskan agar tanah objek
sengketa jatuh kepada Negara sebagai konsekuensi adanya perjanjian
nominee yang merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 26
ayat (2) UUPA.

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam
menjatuhkan sita diatas tanah objek perkara serta pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi yang melelang tanah objek sengketa juga tidak
memiliki dasar hukum yang tepat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA,
tanah yang dialihkan kepada Warga Negara Asing seharusnya jatuh kepada



negara sehingga tidak dapat dijadikan objek sita dan dijual lelang. Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan untuk menjatuhkan lelang
tidak mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA,
sehingga tidak terdapat dasar hukum yang mendasari diputuskannya lelang
oleh Majelis Hakim. Penjatuhan lelang oleh Majelis Hakim juga
menimbulkan kerancuan karena dalam putusan banding, Majelis Hakim
memutuskan untuk membatalkan kepemilikan tanah atas nama nominee
yang terdapat dalam Sertiifkat Hak Milik, sehingga hak milik diatas tanah
objek sengketa telah dihapuskan dan tanah jatuh kepada negara. Hal ini
mengakibatkan bahwa lelang tanah objek sengketa untuk mengabulkan
ganti kerugian Para Penggugat tidak dapat dilaksanakan dan Para
Penggugat sebenarnya tidak dapat memperoleh haknya. Para Penggugat
yang merupakan Warga Negara Asing telah mengirimkan uang untuk
membeli tanah objek sengketa dan sisa uang milik Para Penggugat masih
berada pada Tergugat. Putusan Majelis Hakim seharusnya merupakan
putusan yang juga memberikan rasa keadilan bagi Para Penggugat sebagai
Warga Negara Asing yang memiliki niat untuk berinvestasi. Para
Penggugat. Gentlemen’s Agreement yang batal demi hukum berakibat
bahwa keadaan dikembalikan seperti keadaan semula di mana kedudukan
Para Pihak harus dikembalikan seperti keadaan sebelum kontrak. Para
Penggugat mengalami kerugian karena uang yang diberikan untuk
membeli tanah objek perkara masih berada di Tergugat, maka Para
Penggugat dapat memperoleh kompensasi atas kerugian dalam bentuk
restitusi. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan lelang atas tanah objek
sengketa tidak dapat dilaksanakan karena tanah jatuh kepada negara, oleh
karena itu dalam rangka memberikan kompensasi bagi Para Penggugat
untuk mengembalikan keadaan seperti semula, Majelis Hakim dapat
menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi dalam bentuk

restitusi melalui aset milik Tergugat.



8.2. Saran

Saran penulis terhadap Majelis Hakim adalah sebaiknya Majelis Hakim
mempertimbangkan keabsahan Gentlemen’s Agreement, karena causa yang
terdapat dalam Gentlemen’s Agreement bertentangan dengan UUPA khususnya
mengenai larangan kepemilikan hak milik atas tanah oleh Warga Negara Asing.
Majelis Hakim sebaiknya juga tidak mengabaikan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
UUPA dalam menentukan keabsahan perjanjian nominee yang dibentuk oleh
para pihak karena perjanjian nominee merupakan perjanjian yang bertentangan
dengan Hukum Tanah Nasional. Selain bertentangan dengan hukum, putusan
Majelis Hakim baik di tingkat pertama maupun banding terkesan lebih
memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing dalam
menguasai tanah di Indonesia dan mengabaikan ketentuan hukum Indonesia.
Dikhawatirkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Kasasi,
maupun Pengadilan tingkat Kasasi menjadi referensi bagi Warga Negara Asing
di kemudian hari untuk berinvestasi di Indonesia dengan cara melawan hukum,
yakni dengan membeli tanah melalui perjanjian nominee. Hal ini karena
sekalipun perjanjian nominee dibatalkan, Warga Negara Asing tetap mendapat
jaminan perlindungan hukum dengan memperoleh ganti kerugian.

Sebaiknya Majelis Hakim dalam memutus perkara lebih menegakkan
asas nasionalitas yang memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia
dalam memiliki tanah di Indonesia. Pada dasarnya, tugas utama bagi hakim
adalah memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, namun
Majelis Hakim sebaiknya memberikan rasa keadilan dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum. Dalam menegakkan hukum, Majelis Hakim
sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek keadilan, melainkan juga harus
memperhatikan aspek kepastian hukum. Oleh karena Gentlemen’s Agreement
maupun perjanjian nominee serta jual beli tanah yang dilakukan kemudian
adalah batal, maka Majelis Hakim sebaiknya tidak mengabulkan gugatan yang
diajukan Para Penggugat sebagai bentuk pembelajaran bagi pihak-pihak



khususnya Warga Negara Asing yang melakukan penyelundupan hukum di
Indonesia.

Terkait dengan penjatuhan lelang, lelang yang diputuskan oleh Majelis
Hakim sebenarnya tidak dapat dilaksanakan, karena sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa tanah objek perkara seharusnya jatuh kepada
negara sesuai dengan konsekuensi yang ditetapkan oleh Pasal 26 ayat (2)
UUPA. Walaupun Para Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan dalam
Putusan, namun sebenarnya Para Penggugat tidak dapat memperoleh ganti
kerugian. Sebaiknya Majelis Hakim sejak awal tidak mengabaikan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) UUPA dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian
nominee. Dengan dibatalkannya Gentlemen’s Agreement serta perjanjian
nominee yang tertulis dalam Akta Pernyataan No 11, maka dianggap tidak
pernah ada perjanjian di antara pihak serta tanah objek sengketa akan jatuh
kepada negara, sehingga Para Penggugat tidak memperoleh ganti kerugian.
Tidak diperolehnya ganti kerugian oleh Para Penggugat merupakan suatu
konsekuensi yang wajar dalam rangka penegakkan Pasal 26 ayat (2) dan adanya
itikad buruk Para Penggugat selaku Warga Negara Asing yang berniat untuk
membeli tanah di Indonesia melalui perjanjian nominee yang menyelundupkan
hukum di Indonesia. Konsekuensi tersebut timbul karena adanya ketentuan
Pasal 21 UUPA yang secara tegas mengatur bahwa hanya Warga Negara
Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah. Di satu sisi, akibat dari suatu
kontrak yang batal demi hukum adalahk kontrak dianggap tidak pernah ada dan
keadaan dikembalikan kepada keadaan semula. Oleh karena itu, Para
Penggugat sebagai Warga Negara Asing dapat memperoleh kompensasi berupa
restitusi. Sebaiknya, Majelis Hakim dapat memutuskan untuk memberikan
kompensasi kepada Para Penggugat berupa restitusi melalui lelang aset milik
Tergugat.

Saran penulis bagi Warga Negara Asing yang hendak berinvestasi di
Indonesia sebaiknya diawali dengan pembentukan kontrak atau perjanjian yang

memiliki causa yang tidak melawan hukum untuk mengantisipasi ketika terjadi



sengketa diantara para pihak, perjanjian yang telah dibentuk dapat melahirkan
hak dan kewajiban yang sah sehingga pihak yang dirugikan dapat memperoleh
ganti kerugian. Bagi Warga Negara Asing di kemudian hari yang hendak
membuat kontrak mengenai investasi tanah di Indonesia, perlu membentuk
kontrak yang lebih jela, misalnya Causa atau hal tertentu yang disepakati dapat
berupa kesepakatan untuk memperoleh hak atas tanah selain hak milik, atau
kesepakatan untuk membentuk badan hukum agar dapat memperoleh hak atas
tanah di Indonesia berupa HGB atau HGU. Sebaiknya, agar Warga Negara
Asing yang berinvestasi di Indonesia tetap dapat memperoleh keuntungan
dengan cara yang tidak melawan hukum adalah dengan membentuk Perseroan
Terbatas yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal. Dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas
berbadan hukum, maka dapat diperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna
Bangunan (HGB) baik diatas tanah hak milik atau diatas tanah negara. Hal ini
karena menurut regulasi pertanahan di Indonesia HGB dapat dimiliki oleh
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia.

Perkembangan terkait dengan pengaturan perjanjian nominee dalam
hukum Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA yang mengatur
mengenai perjanjian nominee yakni SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA
ditetapkan bahwa perihal terdapat suatu perjanjian pinjam nama (Nominee
Arrangement), pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum
dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset
milik Warga Negara Asing/pihak lain. Menurut penulis, hal ini juga
memerlukan penelitian lebih lanjut dan dapat dikaji untuk penelitian di
kemudian hari karena adanya dugaan bertentangan dengan konsekuensi yang
diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.
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